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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Praktik Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank 

Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar. 

Pengertian mudharabah menurut narasumber dimana dalam hal ini 

adalah pegawai Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar bidang analis 

pembiayaan, beliau mengatakan mudharabah adalah salah satu bentuk 

akad yang ada di Bank Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil di 

dalamnya. Dimana Bank bertindak sebagai shahibul maal atau penyedia 

dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana yang sudah 

diberikan oleh Bank atau biasa disebut dengan mudharib. Dalam akad ini 

digunakan sistem bagi hasil yang berasal dari keuntungan nasabah.  

Akad mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah 

disepakati akan kehalalannya. Karena itu akad ini dianggap sebagai tulang 

punggung praktek perbankan syariah.
111

 

Bank Jatim Capem Syariah Blitar pun sudah melaksanakan jenis 

akad ini yang di aplikasikan untuk pembiayaan modal kerja. Tujuan 

pembiayaan ini adalah untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana 

                                                           
111 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,  (Jakarta: Gema 

Insani,) hal  95 
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untuk usahanya. Lalu nasabah dapat mengangsur pinjaman selama jangka 

waktu yang ditentukan. 

Di Bank Jatim Capem Syariah Blitar akad pembiayaan 

mudharabah dibagi menjadi 2 bagian yaitu mudharabah mutlaqah yaitu 

bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah 

Muqayyadah yaitu akad pembiayaan mudharabah yang dalam pengelolaan 

usaha terdapat batasan-batasan seperti jenis usaha, waktu, dan tempat 

usaha. 

Produk pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk 

yang ada di Bank Jatim Capem Syariah Blitar dengan menggunakan akad 

mudharabah dimana pihak Bank Jatim Capem Syariah Blitar bertindak 

sebagai penyedia 100% dana atau modal untuk memenuhi kebutuhan 

mudharib (pengelola), yang digunakan mudharib untuk suatu usaha 

tertentu yang tidak melanggar ketentuan yaitu usaha perdagangan, industri, 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, usaha jasa dan keperluan 

lainnya yang menurut bank layak dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran angsuran dapat dilakukan 

dengan cara mencicil atau mengangsur dan pengembalian modal setelah 1 

bulan dana digunakan untuk keperluan nasabah. Hal ini berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Lailatus dengan lokasi penelitian 

di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dimana pengembalian 
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modal yang dilakukan di akhir periode pembiayaan dengan alasan agar 

mudharib lebih fokus untuk menjalanjan usahanya. 

Dalam melakukan praktik pembiayaan modal kerja dengan akad 

mudharabah melewati beberapa prosedur. Prosedur dalam pembiayaan 

modal kerja sama dengan prosedur pembiayaan secara umum tetapi 

ditambah dengan ketentuan-ketentuan dari persyaratan pembiayaan modal 

kerja itu sendiri. Prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad 

mudharabah dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, calon 

nasabah datang langsung ke bank untuk mengajukan pembiayaan tersebut, 

biasanya calon nasabah datang dengan maksut ingin mengajukan 

pembiayaan modal kerja guna mengembangkan usaha nasabah atau ingin 

menjalankan suatu usaha baru, lalu pihak analis pembiayaan akan 

melakukan pengenalan awal bagaimana pembiayaan modal kerja di Bank 

Jatim Capem Syariah Blitar, akad apa yang dapat digunakan. Kemudian 

dilakukan pengisian formulir pembiayaan tersebut sambil dijelaskan secara 

rinci mengenai esensi pembiayaan modal kerja. Dalam kesepakatan awal 

telah dibicarakan akad / skim apa yang akan digunakan dalam pembiayaan 

modal kerja, persyaratan apa saja yang harus di siapkan nasabah, porsi 

bagi hasil, dan biaya apa saja yang harus ditanggung oleh 

nasabah.Selanjutnya calon nasabah akan melengkapi persyaratan yang 

dibutuhkan bank, lanjut ke tahap survey yang dilakukan pihak bank 

dengan berpedoman kepada prinsip 5 C (Character, capital, capacity, 

condition, collateral) untuk melihat bagaimana kondisi nasabah secara 
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keseluruhan. Namun Bank Jatim Capem Syariah Blitar juga menggunakan 

sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk melihat riwayat 

nasabah jika pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lain. 

Selanjutnya hasil survey akan digunakan analis pembiayaan untuk 

membuat usulan pembiayaan yang diajukan ke pimpinannya, karena 

keputusan persetujuan pembiayaan berada di tangan pimpinan. Apabila 

pimpinan menyetujui usulan pembiayaan tersebut piha bank akan 

menerbitkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan) untuk dikirimkan 

kepada calon nasabah. Lalu calon nasabah datang ke bank untuk 

melakukan penandatanganan akad yang sudah dibuat atas kesepakatan  

bersama. Untuk mengikat akad pembiayaan ini dan agar akad memiliki 

kekuatan hukum selanjutnya dibuatlah pembentukan akta di notaris, 

tujuannya untuk melindungi kedua belah pihak apabila di kemudian hari 

terjadi perselisihan, disini akta notaris sebagai bukti otentik untuk 

menyelesaikannya. Kemudian lanjut ke tahap realisasi pembiayaan, namun 

terlebih dahulu nasabah membayar biaya yang sebelumnya sudah di 

jelaskan oleh pihak analis pembiayaan. Biaya yang dimaksutkan berupa 

biaya administrasi, biaya taksasi agunan, biaya materai, biaya asuransi dan 

biaya  notaris. Setelah nasabah menyelesaikan pembayaran tersebut 

barulah pembiayaan direalisasikan, bank akan memberikan dana kepada 

nasabah secara penuh sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah. Nasabah 

mulai mengansurnya setiap bulan dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan dalam akad tersebut. 
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Dalam jurnal Meuthiya Athifa Arifin juga diungkapkan prosedur 

dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad mudharabah untuk 

pembiayaan modal kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang, tidak 

hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah namun 

juga ketentuan khusus yang diterapkan oleh Bank Jateng Syariah 

Semarang. Yakni negoisasi pembiayaan modal kerja antara calon nasabah 

dengan bank syariah, dilanjutkan dengan melengkapi berkas persyaratan 

yang diperlukan, kemudian penandatanganan akad pembiayaan. Dan 

diakhiri dengan realisasi atau pencairan dana yang nantinya akan diberikan 

secara utuh kepada nasabah setelah biaya-biaya dilunasi. Seperti 

administrasi, taksasi, biaya materai, dan biaya notaris
112

 Perbedaan dengan 

hasil penelitian ini yaitu dalam hal kerjasama dengan pihak asuransi 

syariah sebagai upaya berjaga-jaga manakala terjadi hal yang tidak di 

inginkan. Sedangkan persamaan dengan hasil peneliti yaitu dalam 

melakukan praktik prosedur akad pembiayaan modal kerja tidak hanya 

berpatokan dengan Hukum Syariah saja melainkan juga berdasarkan 

hukum perbankan syariah serta kebijakan dari bank syariah sendiri. 

Dari hasil analisis yang diakukan oleh peneliti di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam melakukan prosedur pembiayaan modal kerja 

dengan akad mudharabah di Bank Jatim Capem Syariah Blitar tidak hanya 

berdasarkan hukum Islam, melainkan juga menggunakan peraturan 

perbankan dan juga kebijakan dari Bank Jatim Capem Syariah Blitar. 

                                                           
112 Meuthiya Athifa Arifin, “Akad Mudharabah Pada Produk Ib Modal Kerja Di Bank 

Jateng Syariah Cabang Semarang”, al-zuhaily volume 1, desember 2013 hal 309 
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B. Kesesuaian Praktik Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad 

Mudharabah dengan Dasar Hukum Transaksi Mudharabah 

Dalam penelitian mengenai penerapan akad mudharabah untuk 

pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Capem Syariah Blitar ini akan 

dibahas mengenai kesesuaian antara praktik akan pembiayaan modal kerja 

dengan dasar hukum transaksi mudharabah, dimana dasar hukum yang 

digunakan peneliti adalah Fatwa DSN-MUI, karena merupakan lembaga 

berkompeten dalam menafsirkan hukum ekonomi Islam.  

1. Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Bank Syariah jika 

Nasabah Mengalami Kerugian yang tidak Disengaja 

Adapun akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad 

kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (shahibul mal, atau Bank 

Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, 

mudharib atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 

membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya 

oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sesuai dengan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, hal demikian ini dirasa 

belum dilakukan oleh Bank Jatim Capem Syariah Blitar, namun pihak 

bank menyatakan jika tidak semua nasabah akan mengalami kerugian 

sehingga pernyataan Bank Syariah akan menanggung kerugian dari 

nasabah akibat ketidaksengajaan lalai dalam menjalankan usahanya 
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sehingga mengalami kerugian belum dilakukan oleh Bank Jatim Capem 

Syariah Blitar. 

2. Mengenai Asuransi dan Jaminan yang Diberlakukan oleh Bank 

Jatim Capem Syariah Blitar 

Sesuai aturan tentang kepatuhan syariah (syariah compliance) yang 

diatur undang-undang perbankan syariah, sebagaimana pengaturan 

masalah jaminan pada fatwa MUI Nomor07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh). Disebutkan bahwa 

penyertaan persyaratan asuransi selama belum ada fatwa DSN-MUI 

yang melegalkannya adalah pelanggaran terhadap asas kepatuhan 

syariah.Untuk Bank Jatim Capem Syariah Blitar sendiri bekerjasama 

dengan asuransi syariah seperti Askrida Syariah dan Askrindo 

Syariahdimana lembaga asuransi syariah menjadi salah satu penunjang 

jika terjadi satu kejadian yang tidak di inginkan seperti kebakaran atau 

nasabah yang meninggal sebelum masa pembayaran pembiayaan usai 

maka pihak Bank dapat melakukan klaim. Hal ini pula juga berdasarkan 

persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. 

Mengenai jaminan/ collateral dalam Fatwa DSN-MUI tentang 

pembiayaan mudharabah tidak diberlakukannya jaminan dalam akad 

mudharabah karena berpedoman jika kepercayaan dianggap merupakan 

unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, sehinnga 

dalam transaksi mudharabah Shahibul Maal tidak boleh meminta 

jaminan atau agunan dari Mudharib. Di Bank Jatim Capem Syariah 
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Blitar sendiri memiliki alasan tersendiri mengapa menerapkan jaminan 

dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah diberlakukan. 

Bank Jatim Syariah Blitar menggunakan kebijakan yang berdasarkan 

dengan prinsip 5C salah satunya adalah collateral atau jaminan. Untuk 

jaminan sendiri difungsikan agar mudharib atau pihak ketiga menepati 

janjinya. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika mudharib terbukti 

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 

dalam akad (Wan Prestasi). 

Hal yang berkaitan dengan diberlakukannya jaminan pada 

pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Capem Syariah Blitar berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diyah yang berlokasi di 

Kssp KSP Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen dimana nasabah 

tidak diminta jaminan karena mereka menganggap bahwa mudharabah 

adalah akad hasil percaya antara shahibul maal dengan mudharib. 

Selain itu nasabah pembiayaan mdal kerja dengan akad mudharabah 

telah menjadi anggota yang juga membayar simpanan pokok kepada 

lembaga. 

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Modal 

Kerja dengan Akad Mudharabah  

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. Hal diatas merupakan isi dari Fatwa 
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DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah di poin ke tiga mengenai 

ketentuan hukum pembiayaan.  

Tidak dapat dipungkiri, dalam dunia perbankan resiko pembiayaan 

adalah risiko tertinggi. Walaupunn sudah dianalisa sedemikian dalam 

memberikan persetujuan pembiayaan, masih ada nasabah yang tidak 

bisa membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Bank Jatim Capem 

Syariah Blitar ada beberapa langkah untuk menghadapi resiko tersebut. 

Untuk nasabah yang berada dalam kolektibilitas satu artinya nasabah 

tersebut lancar, pihak bank terus menjaga silaturrahmi ke nasabah. 

Karena dalam bank syariah tidak ada istilah pinjam meminjam, 

melainkan hubungan mitra kerja. Untuk nasabah dengan kolektibilitas 

dua artinya nasabah tersebut dalam perhatian khusus yaitu menunda 

pembayaran antara satu sampai sembilan puluh hari, dalam hal ini bank 

terus menjaga silaturrahmi kepada nasabah dan memberikan pembinaan 

pembiayaan kepada nasabah. Pihak bank juga bisa memberikan 

kelonggaran waktu lagi apabila ternyata nasabah memang dalam 

kondisi mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Nasabah yang 

mengalami kolektibilitas tiga, empat, lima artinya nasabah tersebut 

menunda pembayaran lebih dari tiga bulan, pihak bank akan melakukan 

upaya penyelamatan aset bank dengan cara menjual agunan dari 

nasabah. Dalam penjualan agunan terlebih dahulu bank akan 

mengkonfirmasi nasabah, apakah agunan tersebut ingin dijual sendiri 

atau dijualkan pihak bank. Apabila dijualkan oleh pihak bank, bank 
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menjualnya lewat lembaga pelelangan dalam hal ini Bank Jatim Capem 

Syariah Blitar tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun, melainkan 

mendapatkan uang sebesar sisa angsuran nasabah, apabila terjadi 

kelebihan tetap diberikan kepada nasabah.  

Bank Jatim Capem Syariah Blitar juga sudah menerapkan hal 

demikian. Dalam menyelesaikan hutang nasabah mengikuti peraturan 

yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-

MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang bagi nasabah yang tidak 

mampu membayar.
113

 

4. Denda dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah. 

Bank Jatim Capem Syariah Blitar dalam hal pembayaran angsuran 

setiap bulannya juga telah disepakati dan ditulis dalam kontrak akad 

pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah, di 

dalam akad tersebut dituliskan apabila nasabah belum melakukan 

angsuran pada saat jatuh tempo pembayaran, ada tenggang waktu 

selama lima belas hari kedepan dan apabila dalam tenggang waktu yang 

sudah diberikan nasabah belum juga membayarnya nasabah akan 

dikenakan denda besaran denda juga sudah ditentukan dalam akad, 

biasanya per satu juta dendanya sebesar lima puluh ribu rupiah. Namun 

denda tersebut bukan menjadi pendapatan bank melainkan masuk ke 

dana kebajikan sosial di Bank Jatim Capem Syariah Blitar. 

                                                           
113Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 
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Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Muhammad dalam bukunya, bahwa bank berhak menerapkan 

denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya 

dengan indikasi adanya unsur kesengajaan yaitu sebenarnya nasabah 

memilki dana namun enggan untuk dibayarkan kepada bank melainkan 

digunakan untuk keperluan lain, pengenaan denda ditentukan oleh bank 

dalam bentuk SK direksi.
114

 

Dalam Fatwa DSN juga dijelaskan sanksi yang dikenakan atas 

penundaan pembayaran adalah didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu 

agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya, Bagi bank 

syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana 

sosial.
115

 

Hal ini juga sesuai dengan Sabda dari Rasulullah SAW yang 

berbunyi: “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh 

orang mampu adalah kezhaliman. Maka jika seseorang diantara kamu 

dialihkan hak penagihan utangnya kepada pihak yang mampu, 

terimalah” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibn 

Majah, Ahmad, Malik dan Darami).  

 

Berdasarkan hadist tersebut apabila seorang debitur mampu tetapi 

menunda-nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku zalim kepada 

kreditur. Lebih khusus, pengenaan denda keterlambatan tersebut untuk 

menghindari kerugian dan mudarat kepada bank syariah dan juga 

                                                           
114Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Pers, 

2000), hal 109-110 
115Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 
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kepada pemilik dana.
116

Denda keterlambatan ini juga tidak termasuk 

kedalam riba karena riba adalah manfaat yang diterima oleh kreditur 

atas jasa pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini sebagaimana 

kaidah fikih: “Bahwa setiap manfaat yang diambil oleh kreditur atas 

jasa pinjamannya termasuk kategori riba”. Sedangkan dana 

keterlambatan bukan menjadi pendapatan bank syariah, tetapi menjadi 

dana sosial yang diperuntukkan bagi para dhuafa dan yang berhak 

lainnya. 

Dari hasil analisa peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

menerapkan denda dalam akad mudharabah untuk pembiayaan modal 

kerja, Bank Jatim Capem Syariah Blitar sudah sudah sesuai dengan 

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 

yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran. 

5. Potongan Pelunasan dalam Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad 

Mudharabah. 

Adapun di Bank Jatim Capem Syariah Blitar memiliki keunggulan 

dalam pembiayaannya, mereka memiliki kebijakan tersendiri manakala 

ada nasabah yang ingin mempercepat pelunasan pembiayaan bisa 

mengajukan muqosah/keringanan. Kebijakan ini memang kebijakan 

tersendiri yang diambil oleh Bank Jatim Capem Syariah Blitar. Disini 

yang dimaksud dengan percepatan pelunasan ialah apabila nasabah 

melunasi pembiayaan sebelum jangka waktu berakhir. Besaran dari 

                                                           
116Satriya K Yudha, “Konsultasi Syariah: Denda Keterlambatan pada Bank Syariah” 

dalam https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/14/konsultasi-syariah-

denda-keterlambatan-pada-bank-syariah diakses pada 14 juni 2019, pukul 8.00 WIB 

https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/14/konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah
https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/02/14/konsultasi-syariah-denda-keterlambatan-pada-bank-syariah
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muqosah yang ditetapkan oleh Bank Jatim Capem Syariah Blitar yaitu 

sisa pokok ditambah dengan bagi hasil bulan tersebut ditambah biaya 

administrasi lima puluh ribu rupiah. Jadi nasabah tidak perlu 

memberikan bagi hasil secara penuh sampai jangka waktu berakhir, 

melainkan memberikan porsi bagi hasil terakhir pada saat bulan 

pelunasan. Namun, potongan pelunasan ini tidak diperjanjiakan di awal 

akad pembiayaan, hanya pengetahuan apabila ada nasabah yang 

menanyakan hal ini. 

Penelitian diatas telah sesuai dengan Fatwa DSN yang menyatakan 

jika nasabah dalam pembiayaan melakukan pelunasan pembayaran 

lebih cepat dari waktu yang ditentukan, LKS boleh memberikan 

potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak 

diperjanjikan dalam akad, besarnya potongan sebagaimana dimaksud di 

atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
117

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Jatim Capem Syariah 

Blitar dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan potongan sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002. 

 

B. Pengawasan terhadap Praktik Akad Mudharabah pada Pembiayaan 

Modal Kerja di Bank Jatim Capem Syariah Blitar 

Adapun pengawasan yang dilakukan Bank Jatim Cabang pembantu 

Syariah Blitar kepada nasabah pembiayaannya dilakukan melalui Whatshapp 

aplikasi bahkan bisa melalui SMS. Ini sangat memudahkan dalam 

                                                           
117Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 
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menginformasikan keuntungan harian yang diperoleh oleh mudharib pada 

Bank Jatim Capem Syariah Blitar juga mempermudah mudharib ketika 

terdapat masalah-masalah yang mungkin terjadi bisa sharing dan pihak Bank 

akan memberikan solusinya. Apabila mungkin terjadi masalah yang lumayan 

besar pihak Bank Jatim Capem Syariah Blitar akan mendatangi tempat usaha 

mudharib.Hal ini juga salah satu langkah monitoring kepada nasabah 

pembiayaan yang dilakukan secara berkala. Disini bank tidak dapat 

membatasi usaha yang dilakukan nasabah selama tidak bertentangan tentang 

syariah. Dalam pengawasan atau mengawasi setiap usaha yang dijalankan 

oleh nasabah atau mudharib pihak bank juga memiliki softwere aplikasi yang 

dapat memudahkan bank untuk mengetahui apakah nasabah telah melakukan 

kewajibannya atau belum. Dan dengan demikian pihak bank dapat segera 

memberikan penanganan akan kejadian tersebut. 

 

C. Kontribusi dari Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah 

di Bank Jatim Capem Syariah Blitar 

Modal kerja merupakan salah satu yang menduduki peranan 

penting dalam membangun bahkan mengembangkan suatu usaha atau 

bisnis. Tidak hanya perusahaan besar dan menengah, bisnis kecilpun juga 

tidak terlepas dari kebutuhan akan permodalan. Untuk menjalankan sebuah 

usaha yang sukses, dibutuhkan tidak hanya produk dan pelayanan terbaik 

untuk dijual demi mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang 

yang menentukan apakah bisnis dapat berkembang hingga periode tertentu 

atau bahkan hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Salah satu yang 
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terpenting membedakan apakah seseorang dapat sukses menjalankan 

bisnis adalah, apakah anda bisa mengakses ke permodalan dengan mudah 

atau tidak. Banyak bisnis yang menerima peminjaman modal dapat 

mempertahankan kelangsungan bisnisnya hingga 50%. Kebalikannya, 

bisnis yang tidak mengajukan pnjaman memiliki tingkat kegagalan bisnis 

hingga 70%. Sekarang ini sudah banyak lembaga keungan yang 

menawarkan jasa permodalan baik secara langsung maupun tidak langsung 

atau lebih dikenal dengan modal usaha melalui aplikasi digital seperti 

financial technology (fintech) yang menyediakan jasa untuk peminjaman 

modal secara online. Pinjaman online ini menggunakan model peer to peer 

lending dimana mereka menyediakan layanan financial berupa pinjaman 

yang seluruhnya dilakukan dengan online. Maupun sudah diawasi oleh 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai masyarakat awam pasti lebih 

merasa aman dan nyaman jika pinjaman modal dilakukan di suatu lembaga 

keuangan syariah yang sudah terjamin. 

Bank Jatim Capem Syariah Blitar merupakan salah satu perbankan 

syariah yang memiliki jenis pembiayaan modal kerja yang menggunakan 

skim akad mudharabah. Dalam wawancara yang sudah dilakukan oleh 

peneliti dengan nasabah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal 

kerja di Bank Jatim Capem Syariah Blitar membantu nasabah dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup nasabah dan memiliki kontribusi yang baik demi 

peningkatan perekonomian nasabah/mudharib.  


